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Abstrak 
 
Tujuan Negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melidungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 
kehidupan masyarakat. Pasal 1  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia menyatakan Indonesia adalah negara hukum, menyebabkan peranan hukum 
semakin mengedepan   hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta menjaga 
kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui suatu tatanan aturan yang 
berlaku terhadap seluruh masyarakat  menyebabkan peranan hukum semakin 
mengedepan .  UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan yang terakhir melalui UU Nomor 12 Tahun 2008, dimana 
tujuan utama pembangunan lebih diutamakan pada pembangunan kesejahteraan 
masyarakat.  Kabupaten Kubu Raya yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 
2007, sebagai pemekaran dari kabupaten Pontianak dengan pusat pemerintahan di 
kecamatan Sungai Raya.  Sungai Raya merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi 
dan berbatasan langsung dengan kota Pontianak tindakan Pemerintah  melakukan 
pencegahan  terhadap persoalan pembangunan yang dilakukan oleh sebagian 
masyarakat Mengapa Perda Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Ketertiban Umum belum 
mampu untuk menertibkan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kubu Raya? 
Apa yang menjadi tugas  Satpol PP.  Dalam rangka menjaga dan memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. Kantong-kantong PKL yang mulai bermunculan yang 
berada dipinggir-pinggir jalan dan diatas parit telah menimbulkan kemacetan jalan dan 
menyebabkan ketidakteraturan.   Untuk itu Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kubu Raya dituntut untuk melakukan penertiban terhadap maraknya lapak-lapak PKL 
yang mulai banyak bermunculan. 
 
Kata kunci :, Kesejahteraan Masyarakat, Ketertiban Umum, Satpol PP.  
  
Abstract 
 
The purpose of this research was to determine and describe the issues of national 
development as set out in the preamble of the 1945 Constitution , the role of the law led 
to the fore . Regional autonomy based on Law No. 32 of 2004 as amended several times 
and the latest by Law No. 12 of 2008 , where the main goal of development is preferred 
in the construction of public welfare . Kubu Raya district established under Act No. 35 
of 2007 , as a division of the parent Pontianak district with sub-district government 
center in Sungai Raya Sungai district in which the area is a buffer zone Provincial 
Capital and directly adjacent to the city of Pontianak need to take preventive action 
against development problems undertaken by most people . Municipal police to enforce 
the competencies can the law No. 4 of 2010 , of the Public order . In order to maintain 
and provide protection to the community . Locations of hawkers selling that are emerging 
- edge and roadside ditches has caused congestion on roads  and cause irregularity . To 
the Local Government Policy of Kubu Raya district is required to make arrangements 
about the proliferation of shanties in the palm hawkers selling started popping up a lot . 
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 PENDAHULAUAN 
 
A. Latar Belakang dan Permasalahan  
Tujuan Negara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melidungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk 
memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat.    Dalam pasal 1  
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan 
Indonesia adalah negara hukum, menyebabkan peranan hukum semakin 
mengedepan  dimana hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta 
menjaga kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui suatu 
tatanan aturan yang berlaku terhadap seluruh masyarakat.  Negara Indonesia 
berdasar atas hukum,  artinya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini 
mengandung pengertian negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan 
lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan  harus 
berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan  serta dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum.  Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah 
dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan 
pemberlakuannya dan  disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya dimana hukum 
berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban.  Sedangkan 
hukum memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, karena berjalannya 
hukum membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan fungsinya.  Sementara 
dilain pihak, kekuasaan juga membutuhkan hukum untuk melegitimasi 
keberadaannya.  Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, sementara 
kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.
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Sebagai negara hukum di dalam koridor Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, UUD 1945 mengamanahkan agar negara melindungi segenap bangsa 
dan negara  serta aktif mengupayakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai 
suatu tujuan negara di dalam pembangunan yang berkeadilan secara demokratis 
diperlukan peran serta masyarakat secara menyeluruh.    
                                                             
1 Murtir Jeddawi, Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah,(Total Media 2011), hal.5. 
Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, mengatakan :  
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi   dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah  yang diatur dengan 
undang-undang. 
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan   
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
 
Di Indonesia dikenal dengan sistem pembagian kewenangan, atas  urusan  
kewenangan pusat dan kewenangan daerah.  Pembagian kewenangan tersebut  
menggunakan asas desentralisasi merupakan  penyerahan urusan pemerintahan 
dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan 
rumah tangganya.  Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi 
adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk 
mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya 
sendiri. 
Di dalam ilmu administrasi Negara, menurut Robert D. Miewald, tema 
desentralisasi dan sentralisasi terutama mngenai fenomena tentang  “Delegation 
of Authority and responsibility”   yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit 
organisasi bawahan memilki wewenang dan tanggung jawab di dalam proses 
pengambilan keputusan
2
.  
Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 
pemerintahan untuk mengurus kepentingan daerahnya  disebut dengan istilah 
otonomi daerah.  Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.  
Munculnya Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 
paradigma dari sistem pemerintahan yang  bercorak  sentralistik mengarah 
kepada sistem pemerintahan yang desentralistik, yaitu memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung 
                                                             
2 http://dholmind.blogspot.com/2011/11/asas-desentralisasi-dekonsentrasi-dan.html 
jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 
kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada 
dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan.  Yang 
dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, 
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi 
Kalimantan Barat dan sebagai kabupaten  penyangga ibukota propinsi yang 
berbatasan langsung dengan kotamadya Pontianak yang dibentuk berdasarkan 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007, sebagai daerah hasil pemekaran dari 
kabupaten Pontianak yang memiliki luas  mencapai 6.985,24 km², dengan  
jumlah penduduk  pada tahun 2010 tercatat sebesar 500.970 jiwa.
3
  Sebagai 
daerah kabupaten yang tergolong baru, di usianya yang memasuki enam (6) 
tahun dengan berbagai permasalahan yang terjadi maka pemerintah kabupaten 
Kubu Raya dengan hak otoritatifnya dapat merencanakan rekayasa menciptakan 
pembangunan daerah baru dengan pola pemerintahan yang  terarah dan terpadu 
dengan menggunakan potensi masyarakat yang dimiliki untuk mengelola 
sumber daya alam yang tersedia guna membangun masyarakat yang mandiri. 
 
B. METODE PENELITIAN 
      1.   Metode kulitatif,  
 penelitian ini dengan  menggunakan metode kualitatif.  Dalam  penelitan 
kualitatif,  peneliti harus memutuskan dan merancang bagaimana cara yang 
akan ditempuh untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.
4
  
Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan 
dengan   menggunakan   metode     pendekatan  yuridis  empiris.    
       2.  Pendekatan  yuridis ( hukum ) dilihat  sebagai  norma  atau  das  sollen ,  karena  
dalam  membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 
hukum (baik hukum yang tertulis   maupun  hukum  yang  tidak  tertulis   atau 
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Jadi, pendekatan 
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 (BPS, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka: 2010). 
4 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar ( indeks Jakarta 2012), hal.36 
yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam 
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 
hukum. 
2. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi  dalam penelitian  adalah secara deskriftif analisis, yaitu 
sesuatu penelitian yang membuat gambaran atau lukisan secara  sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 
fenomena yang diteliti. Secara  ontologi  alamiah  menghendaki adanya 
kenyataan–kenyataan sebagai  keutuhan yang tidak dapat dipahami jika 
dipisahkan dari konteksnya.
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3. Tehnik Penentuan Sampel 
        Jumlah populasi adalah 140 orang pedagang yaitu seluruh objek atau 
seluruh hasil yang akan diteliti.  dan  yang menjadi sampel dalam penelitian 
ini adalah pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 20 orang, tokoh masyarakat 
Desa Parit Baru dua (2) orang, tokoh pemuda Desa Parit Baru dua (2) orang, 
Kepala Desa Parit Baru kecamatan Sungai Raya  dan dari dinas-dinas terkait 
lainnya yang berada disekretariat daerah seperti dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Dinas Kopersi, Bagian Hukum, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 
dan Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya, 
Badan Lingkungan Hidup, dan  Sat Pol PP Kabupaten Kubu Raya. Tehnik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengumpulan tehnik 
pengambilan sampel random sampling yaitu merupakan  suatu tehnik  
pengambilan sampel secara acak atau terpilih,  
 
4. Sumber Dan Jenis Data  
  Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokan  menjadi dua jenis, 
yaitu data primer dan data  sekunder.  
- Data primer dalam penelitian ini  diambil dalam bentuk obeservasi dan 
wawancara secara langsung dengan sumber data.     
- Data sekunder diperoleh  dari dokumentasi yaitu berupa foto-foto dan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Kabupaten  Kubu Raya. 
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 Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya , Bandung 2002,  
hlm. 4. 
 5. Tehnik Analisi Data  
  Pada tahap ini,    data yang dikumpulkan peneliti   akan diperikasa dan 
dianalisa secara kualitatif.   Data  yang diperoleh peneliti akan dianalisis  dengan  
mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data tersebut kemudian 
akan disusun secara sistematis  untuk kemudian akan dianalisa secara kualitatif 
untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran yang objektif. 
  
PEMBAHASAN 
 
Keberadaan  pedagang kaki lima (PKL)  yang menempati ruang yang 
bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di derah jalan Adisucipto 
pada kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan daerah yang di 
buat oleh pemerintah daerah kabupaten Kubu Raya. Masih banyak dan bahkan 
banyak bermunculan lapak-lapak dan bangunan –bangunan liar baru  di tempat 
aktifitas masyarakat  belum mendapatkan penanganan penataan sebagaimana 
mestinya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang beralokasi di jalan 
Adisucipto Parit Baru  memang sangat mengganngu ketertiban lalulintas, 
apalagi pada  pagi hari saat aktifitas  masyarakat baik dari pelajar mau pergi 
sekolah maupun masyarkat lainya yang mau berkerja. 
                Berdasarkan data yang diperoleh dari   Satpol PP Kecamatan Sungai Raya 
pada tahun 2010, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Parit Baru yang menempati 
trotoar dan lapak-lapak diatas parit berjumlah 115 pedagang dan pada saat 
dilakukan penelitian pada bulan Desember tahun 2013  telah menjadi 140 
Pedagang Kaki Lima (PKL).  Dari Jumlah tersebut peneliti mengambil sampel 
penelitian sebanyak 20 orang Pedagang Kaki Lima (PKL), dua (2) orang tokoh 
masyarakat yang mengetahui tentang seluk beluk keberadaan Pedagang Kaki 
Lima (PKL)  yang berlokasi di jalan Adisucipto Desa Parit Baru dan ditambah 2 
(dua) orang dari staf Desa yang mempunyai keperdulian terhadap Peadagang 
Kaki Lima (PKL) serta ditambah dari beberapa Dinas terkait yang memiliki 
hubungan kerja dengan keberdaan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti Dinas 
Bina Marga dan Pengairan, dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, 
dinas Koperasi dan UKM, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Bappeda dan Kantor Satpol PP Kabupaten Kubu Raya.  
Berdasarkan penelitian dari sampel tersebut ternyata sangat berharap adanya 
dari pihak pemerintah memberikan perhatian khususnya penaganan penataan 
Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu ketertiban umum dan membuat 
kesemrautan yang menyebabkan jalan menjadi macet serta menjadikan rawan 
kecelakaan lalu lintas.  
Melihat kenyataan  di lapangan bahwa usaha pemerintah Kabupaten Kubu 
Raya  dalam penataan  pedagang kaki lima (PKL) ternyata diangggap beberapa 
kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban 
seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan  dari Pedagang Kaki Lima 
(PKL).  Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan 
pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin.  
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL)  yang menyebar dan bahkan 
cenderung mengelompok di daerah Parit Baru di Kabupaten Kubu Raya seperti di 
tepi jalan, di depan rumah toko (ruko) tempat-tempat  perbelanjaan, di lahan milik 
pemerintah daerah merupakan   pemandangan  yang tidak sedap di pandang mata 
karena bangunan-bangunan liar dan kios-kios di tepi jalan sangat mengganggu 
ketertiban berlalu lintas bahkan sangat membahayakan  keselamatan pengguna 
jalan.  
Kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kabupaten 
Kubu Raya masih tergantung dengan perintah dan instruksi Bupati.  Mengapa hal 
ini terjadi?.  Bupati selaku Kepala Daerah melimpahkan mandat dalam penanganan 
masyarakat guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum kepada Satpol PP  
dan  Satpol PP wajib melaksanakan tugas dan fungsinya.  Pelimpahan dapat 
diberikan secara tertulis  seperti membuat surat edaran, surat perintah tugas yang 
selanjutnya  Satpol PP menerjemahkannya melalui Protap (program tetap), tupoksi 
(tugas pokok dan fungsi) serta menyusun SOP (standar operasional Prosedur) yang 
merupakan tanggungjawab SKPD Satpol PP berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala 
Satuan wajib menyampaikan kepada Kepala Daerah (Bupati) tentang apa-apa yang 
menjadi tugas dan kewajiban Satpol PP. 
            Pimpinan satpol PP Kubu Raya perlu mempersiapkan diri untuk Penguatan 
lembaga satpol pp juga perlu diperhatikan, misalnya perangkat kerja seperti Sarana 
dan Prasarana yang didukung oleh personil yang memiliki kemampuan dan 
keahlian dibidang kesatpol PP an yang ada dijajaran lingkungan satpol PP.  
Ketersediaan tenaga penyidik yang memiliki kemampuan sesuai dengan 
keahliannya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar apa yang telah 
dilakukan oleh satpol pp, dapat ditindak lanjuti baik pembinaan hukum kepada 
masyarakat maupun penindakan secara yuridis terhadap masyarakat yang telah 
melakukan pelanggaran terhadap PERDA dan PERBUP.    
 
Sebagaimana di dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2009, 
Pasal 12 dinyatakan: 
(1) Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengumpulkan dan 
mengolah bahan pemeriksaan, penyidikan dan pengembangan terhadap 
pelanggaran ketentraman, ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati; 
(2) Seksi Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.   
  Tidak tepat sasaran dan minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan 
menjadi salah satu alasan penyebab dijadikannya  mengapa masyarakat yang 
beraktifitas menjadi PKL, melakukan pelanggaran. Semestinya sosialisasi produk-
produk hukum maupun aturan kebijakan pemerintah sudah di lakukan oleh aparatur 
pemerintah sejak dini.  Dan seandainya dirasakan kegiatan sosialisasi kurang 
menyentuh masyarakat maka pemerintah bersikap agresif untuk mensosialisasikan 
berbagai produk kebijakan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara sekalipun 
masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di jalan Adisucipto Desa 
Parit Baru Sungai Raya.  Bila dirasa dan sudah dilaksanakan dengan benar maka 
bagi setiap orang dan atau badan hukum apabila melakukan pelanggaran maka 
hukumnya wajib ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku didaerah.   
Berdasarkan hasil penelitian peneliti berkaitan dengan kebijakan Pemerintah 
Daerah  Kabupaten Kubu Raya  tersebut, bahwa kebijakan Penataan Pedagang Kaki 
Lima (PKL)   merupakan bagian dari tindakan kepedulian pemerintah   daerah dan 
merupakan penjabaran dari reformasi Perencanaan Pembangunan  termasuk di 
dalamnya bidang  Tata Ruang dan Kebersihan  yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 
salah satu tujuannya dinyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini termasuk pemerintah 
daerah wajib menjaga dan memelihara ketertiban umum.  
Pada pasal 30 dan pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, mengatur 
tentang Ketertiban Umum dimana tindakan pengamanan yang dilakukan meliputi 
pengamanan administratif, fisik dan hukum, sedangkan upaya hukum dilakukan apabila 
terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan/atau tindak perdata.  Dalam pasal 2 dan 
pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2009, perihal menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat   dijabarkan lebih lanjut, dimana tindakan 
ketentraman dan ketertiban terhadap  masyarakat lebih dititik beratkan pada upaya 
preventif dan tindakan pencegahan, sedangkan upaya hukum dilakukan terhadap  
masyarakat yang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara musyawarah 
(negosiasi), upaya pengadilan dan penerapan hukum.   
Ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat dapat dikendalikan bila 
pemerintahan didaerah telah  berjalan secara efektif  sebagaimana daerah-daerah 
otonom lain di Indonesia pada umumnya.  pemerintahan daerah telah memiliki 
perencanaan dan tata kerja yang baik dalam melaksanakan  perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, demikian 
juga dengan  masyarakat  didalamnya dengan berbagai aktifitasnya masih belum 
mengerti,  mematuhi untuk melaksanakan ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
maupun peraturan-peraturan  daerah yang telah di buat.  Tentunya hal tersebut juga 
harus diketahui, apakah pemerintah melalui kebijakannya menyadari keberadaan 
masyarakatnya.  Apakah pemerintah telah mengenalkan bentuk-bentuk peraturan daerah 
yang diberlakukan.  melarang masyarakat agar jangan beraktifitas sesuai ketentuan 
peraturan mestinya peraturan tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakatnya.  Ketertiban memang menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi bukan 
mutlak milik pemerintah karena disana ada masyarakat yang diatur.  Disinilah letaknya 
persoalan, adanya aturan dibuat karena adanya masyarakat.  Undang-undang harus 
ditegakan bila daerah ini ingin maju, namun pemerintah juga harus bijak dalam 
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut.    
Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual 
dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena 
jumlah kaki pedagangnya ada lima.  Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang 
ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu 
kaki).  Kaki Lima dapat diartikan sebagai: serambi muka (emperan) toko di pinggir 
jalan (biasanya berukuran  lima kaki) yang digunakan untuk berjualan.
 
 
  Berdasarkan   pengamatan dan wawancara secara langsung  kepada kepala 
desa Parit Baru kecamatan Sungai Raya dimana kepala desa sebagai penanggung 
jawab administratif langsung yang memiliki daerah maupun lokasi, berharap adanya 
penataan dan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah 
menempati lahan seperti diatas parit, diatas trotoar dan saluran air lainnya sehingga 
mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya 
serta menimbulkan ketidakteraturan di dalam masyarakat.  Sebenarnya masyarakat 
yang dibilang PKL mau ditata asalkan oleh pemerintah namun harus di perlakukan 
adil dan bijak.  Karena tidak menutup kemungkinan bila tidak ada kebijakan dan 
kebijaksanaan dari pemerintah dipastikan para pedagangpun akan menuntut pihak 
pemerintah.  Tolong kepada Satpol PP yang dalam hal ini sebagai aparatur 
pemerintah dapat memberikan perhatiannya.  Desa Parit baru memang hasil 
pemekaran dari desa sungai Raya, sehingga masyarakat yang beraktifitas di Jalan 
adisucipto pada umumnya juga orang-orang yang tinggal didesa Sungai Raya. 
Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan 
semakin kecil, dan sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam 
pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut harus memiliki kemandirian dalam 
pembiayaan sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah 
daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.  PKL 
bila dikelola menjadi salah satu sektor pendapatan daerah  dapat  memberikan tambahan 
pendapatan daerah bagi pemerintah daerah melalui sektor pajak, dengan cara : 
menetapkan retribusi yang mendatangkan PAD;    Pengelolaan  PKL perlu dilakukan 
secara benar dan memadai karena  PKL aset dan merupakan sumber daya yang penting 
bagi pemerintah daerah, sehingga dapat diharapkan menjadi sumber dana untuk 
pembiayaan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan  PKL oleh pemerintah daerah 
harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan pengganggaran, pengadaan, 
penerimaan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,   dan 
pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Keseluruhan 
kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam pengelolaan  
PKL, misalnya dengan melakukan perencanaan kebutuhan  PKL, pemerintah daerah 
akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah 
daerah dan terhindar dari kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 
sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada 
masyarakat atau dengan faktor  perlindungan dan pemeliharaan  asset PKL pemerintah 
daerah dapat menerima manfaat ekonomis dalam rangka usaha pemerintah daerah 
memberikan pelayanan pada masyarakat.    
  Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan masyarakat dapat    
maksimal dilaksanakan oleh Satpol PP, diantaranya : 
 a. Dari aspek peraturan, yaitu mengkaji kembali substansi regulasi yang mengatur  
keberadaan Satpol PP dalam perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum  
dalam Pasal 4  Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2010, yaitu yang mengatur 
bahwa kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan perlindungan masyarakat 
hanya terbatas pada penerapan hukum melalui tindakan represif. 
         
Faktor yang mempengaruhi bekerjanya Satpol PP adalah : (1). Peraturan 
perundang-undangan/Peraturan Daerah; (2). Sumber daya manusia;  (3). Sarana dan 
prasarana; (4). Budaya/partisipasi masyarakat.
 
 
 
Selanjutnya  peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah dapat 
mempengaruhi bekerjanya Satpol PP berkaitan dengan masalah :   
1. Apakah  peraturan  daerah  dapat  dipahami  oleh  Satpol PP;  
2. Apakah peraturan daerah dapat dioperasionalkan dan tidak multi tafsir; 
3. Apakah Satpol PP mampu menegakkan peraturan daerah tersebut.  
 
Kajian dapat dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kubu Raya bersama-sama dengan Satpol PP selaku aparatur yang melaksanakan 
penegakkan peraturan daerah. Kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah pencantuman ketentuan Pasal 4 Peraturan  Bupati  Kubu Raya dapat 
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Satpol 
PP dalam melaksanakan penegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang  
Ketertiban Umum.  
    Apabila dari hasil kajian dimaksud diketahui bahwa pencantuman ketentuan 
Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2009 pada pelaksanaannya menjadi 
faktor yang mempengaruhi efektifitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok, 
fungsi dan wewenangnya untuk menegakkan peraturan daerah khususnya 
penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, maka ketentuan Pasal 4 
tersebut sebaiknya direvisi. Dengan demikian Satpol PP dapat melaksanakan 
kewenangannya untuk menegakkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu 
penegakkan peraturan daerah berupa tindakan penertiban nonyustisial, yang  dapat 
dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. 
 b. Sosialisasi dan penyuluhan Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan peraturan pelaksananya 
karena salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah adalah 
minimnya informasi yang diberikan oleh aparat yang berwenang tentang larangan-
larangan yang tertuang dalam peraturan daerah yang berlaku. Satpol PP sesuai 
dengan tupoksinya dapat juga melakukan penegakkan substansi peraturan daerah 
tersebut dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan , baik melalui surat menyurat 
kepada setiap SKPD maupun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama 
dengan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 
        Penegakkan peraturan daerah dapat dilakukan baik pada tataran 
implementasi, tataran administrasi serta pelaksanaaan monitoring dan evaluasi, yang 
mana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan apabila peraturan daerah 
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konsep dari tujuan dibentuknya peraturan 
tersebut. 
         Pemerintahan melalui Satpol PP dapat melakukan tindakan yang bersifat 
preventif dalam perlindungan kepada masyarakat, apabila terdapat indikasi 
pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2010 atau terjadinya pelanggaran.  
Sedapat mungkin harus dihindari penggunaan kekerasan (tindakan represif), namun 
sepanjang diperlukan tindakan represif dapat saja dilakukan apabila semua 
mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang 
ditetapkan.   
       Langkah-langkah penegakkan perda adalah:  
1. Memahami isi Perda;  
2. Mensosialisasikannya;  
3. Melaksanakan penegakkannya;  
4. Penerapan sanksi bagi pelanggar aturan. 
  
KESIMPULAN 
 
  Dari hasil penelitian yang dilakukan di Jalan Adisucipto  Pasar Parit 
Baru desa  Parit Baru Kecamatan  Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ,  bahwa: 
 
1. Pemerintah daerah kabupaten  Kubu Raya belum melakukan penataan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 tentang Tertib Bangunan sebagaimana 
yang menjadi larangan dalam huruf (b), (c) dan Pasal 43 tentang Tertib Sungai, 
Parit dan Bangunan, terlihat dari  Keberadaan  Lapak-lapak Pedagang  Kaki  
Lima (PKL) yang menempati bahu jalan, trotoar, parit dan saluran air.  
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